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RINGKASAN

Usaha untuk mencari alternatif pidana kemerdekaan
pendék sudah zejak lama dilakukan di dalam rangka politik
‘ kriminal. Hal ini nampak éntara lain dalam pembicaraan—
pemnbicaraan rada pelbagail konggres dan konferensi
internasional sejak akhir bad ke 19, seperti yang telah
dilakukan oleh Von List dengan aliran modernnya selalu
berugsaha menentang penérapan pidana kemerdekaan Jangka
pendek.

Union Internasional de Droit FPenal, dalam konggresﬁya
vang pertama di Brusgel tahun 1989 dikemukakan sebuah
résolusi vang mengimbau para negara peserta konggres agar
mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan terutama dengan
ridana denda.mengingat akibat pldana penjara yang mempunyai
akibat vang tidak selalu menguntungkan.

Untuk lebih mendayagunakan penerapan alternatif
pidana renJara dengan pidana denda akan lebih sesuai
apabila dilandasl oleh nilai-nilai yang bersumber pada
Undang-undang Dasar 1945 dan Pancaéila, serta memperhatikan
masukan-masukan vang datangnya dari luar vyang tidak
bertentangan déngan nilai-nilai vang terkandung di dalam
Undang-undang Dasar 1845 dan Pancasila.

Untuk lebih mengetahui kondisi penerapan ridana
alternatif ini,‘dilakukanléh serangkaian penelitian yang
bersifat kepustakasan dan penelitian lapangan @ yvang diakhiri

dengan analisa data vang kemudian diambil suatu kesimpulan.



Metode vang digunakan dalam penelitian ini adalsah
rendekatan yuridis-normatif yang tentunya Jjuga ditunjang
dengan pendekatan yurid}s—sosiologis.

Tujuan vang dikehendaki dari serangkaian peneliﬁian
ini adalah antara lain
1. untuk mengetahul sejauh mana implementasi atau penerapan

alternatif pidana penjara pendek dengan pidana denda inl
telah dilaksanakan, vang dalam kenyataannya menurut
‘hasil penelitian yang telah dilakukan di daerah lokasi
penelitian alternatif pidana kemerdekaan pendek yang
berupa pidana denda itu tidak banyvak diteraprkan;

2. untuk mengetahuil opini atau pendapat masyarakat dan
penegak Thukum tentang alternatif pidana kemerdeksaan
pendek 1ini, vang menurut hasil penelitian masih adanya
kecenderungan untuk tetap mempertahankan - pidana
kemerdekaan pendek, hal ini didasarkan atas alasan bahwa
penerapan alternatif wvyang berura pidana denda itu
terlalu ringan dan oleh =i terpidana kadang-kadang tidak
dirasakan sgebagal suatu pidana, terlepas dari akibat
vang kurang baik dari penerapan pidana kemerdekasan.

Dari serangkaian penelitian tersebut kelihatan bahwa
sekalipun telah dilakukan ussha-ussha pembsharuan dan
rengaturan pelaksanaan pidana kemerdekaan pendek kerugian
vang menyertainya tetap akan ada. 0Oleh karena itu
pelaksanaan dan pendayagunaan alternatif pidana kemerdekean

berupa pidana denda harus lebih diutamskan.



ABATRACK

Title : "The Implementation on Alternative BShort
Custodial sentence with fine".

The main isgsues on Criminal Law Development are about
Prohibited Act, Performer/Person .and Penal Santion itzelf.
Thew Issues on Penal Sanction regionally and unversally
still Jlooked for solving and real sclution on short
custodial sentence with fine.

Uging alternative sanction on short custodial sentence with
fine based on negative aspect on short custodial sentence.
For axample stigma, locosing Job, social and family

isoglation and bad experience during in prison.

Usging dimpriscnment asg a tool to fight crime are

conservative way (G. Rassebaun 1974 : 93);

Penal santion (imprisonment) as, & realisation of
revenge of crime iz & reliic of Barbariam (Smith & Hogan
1978 = 6).

Moderately, introducing the form of alternative way
to short custodial sentence iz fine.

Conclusin -
1 Fine as an alternative s=anction of short

custodial sentence had been executed practically

™

Ther were | conabrains on supervising and

controlling the implementation of fine

Suggestidn :

Increasing supervision and control on implelembtation
-0f filne institution, for knowing the effectliveness on
implementation of fine in practise.



BAB I
PENDAHULUAN

1

Latar Belakang

Dengan berakhirnya Perang Dunia II, banyak negara
baik yang baru merdeka maupun negara-negara yang sudah. ada
sebelum perang, berusaha untuk mempengaruhi hukumnya. Bagil
negara-negara yang baru merdeka, usaha pembaharuan tersebut
didasarkan pada alasan-alasan politik, sosiologls maupun
praktis. Alasan peolitik dilandasl oleh pemikiran bahwa
suatu negara merdeka harus mempunyai hukumnya sendiri yang
bergifat nasional, demi kebanggaan nasgional. Alasan
soslologia menghendakl adanya hukum yang mencerm%nkan
nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa yang bersangkutan,
gadangkan alasan praktis antara lain bersumber pads
kenyataesn bahwa bilasanya negara-negara bekas Jjadahan
mewarisi hukum negara penjajahnya dengan bahasa asli, yang
kemudian tildak banyak dimengerti oleh generasi muda dari
negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini disebabkan
karena bilasanya negara yang baru merdeka . tersebut ingin
menjadikan bahasanya sendiri sebagal bshasa persstuan,
sehingga bahasa dari bekas Jjajahannya hanya dimiliki oleh
generasi yang mengalami masa penjajahan (Sudarte, 19891 : 70
- 72).

Dalam pidate pengukuhan guru besar Universitas
-Diponegoro, Mﬁladi menambahkan disamping ketliga alasan
tersebut Jjuga harus memperhatikan alasan adaptif yaitu

bahwa dalam penyvusunan hukum nasional yang akan datang Jjuga



harus memperhatikan alasan lain ysng tak kalsh pentingnys
itu adanva perkembangan-perkembeangan dan kecenderungan
iﬁternasional ( Muladi, 1990 : J).

Alasen ini mengharuskan pembentukan KUHP Nasional mampu
untuk menvesualkan dengean  kebutuhan masyarakatnysa dan
perkembangan yang terjadi di dunia internasional. Keadaan
vang demikian ini Juga dialami oléh Indonesia sebagal suatu
negara vang baru merdeka, yvang berusaha untuk mengadakan
pembaharuan hukqm secara menyeluruh.

Pembangunan hukum khususnys pembangunan hukum pidana
tidek hanyva mencakup pembangunsn yang bersifat kelebagsan
vang bhersifat mekanistis, tetapi harus pula mencakup
pembangunan yang bersifat substansionsl berups produk-
produk yang merupakan suatu sistem hukum delam  bentuk
reraturan—-peraturan pildana yang bergifat XRultursl, yakni
gikap-g2ikap den nilai-nllal vang mempengaruhli berlakunya
slstem hukum tersebut.

Pembangunan hukum pidana tersebut mau tidak mau akan
mencakup persoalan-persoalan utama yang berkaitan dengan
tiga permazalahan pokok di dalam hukum pidana, vyaitu
tentang perbuatan vang dilarang tersebut dan pildana itur
sendiri (Sudarto, 1885 ; &62). Dalam hal yang terakhir yvaitu
masalah pidana hingga kini terus dicari pemecahannya bailk
secara nasional, regional maupun secara internasional.

Pembhaharuan hukum pidana terutama yang menyangkut
masalah lembaga pidansa, tidak akan terlepas dari pengaruh
perkembangan teori-teori tentang tujuan pemidanasn beserta

aliran hukum yang mendasarinya.



Perkembangan tersehut dapat dikaji dari berbagai
konvensi internasional, resolusi Perserikatan Bangsa-
éangsa, hasil-hasil p@rtemuan ilmish internsional maupun
reglonal bailk yang bersifat resml maupun tak resmi. Seperti
URAFEI dan UUnited Nations Organisation (Conggres of Crime
prevention and Treament of offenders vang disgelenggarakan

lima tahun sekali. Maupun lembaga internasionsl vang tidak

resmi gseperti International SBoclety  for Criminology,
International Association of Penal Law dan sebaginya.
Adopai terhadar hal-hael  positif Vans terjadi

dilingkungan internasional tersebut haras dilakukan secars
hati-hatti, yultu disesnaikan  dengan nilai-nilai vang
harsunberkan pada idiclogl dan pandangan.hidup bhangsa yailtu
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hal tersebut
didasarkan akan asumsi bahwa di dalam rangka pembsharuan
hukum pidana itu tidak dapat menghindarkaen diri dari
rengaruh dan interakseil antar bangsa atau negara.

Walaupun perkembangan vang terdadli itu bersifat
ekatrim, perkembangan ter=ebut tetap harus diperhatikan dan
dalam hal ini vang dicaeri adalah segi positiftnya. Gerakan-
gerakan ekstrim tersebut diantaranya adalah gerakan
aboleosionis yang menghendaki dihapuskannysa ancaman pidana
secara keseluruhan dan menggantinya dengan tindakean yang
berusaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Para
penganut gerakan ini  sejak tahun 1983 mengorganisaslikan

diri ke dalam ICQPA (Iinternational Conference on Frison

Abolition).



Sebenarnya usaha untuk mencari alternatif pildana
kemerdekaan sudah sejak lama dilskukan di dalam rangka
ﬁolitik kriminal. Hal 1ini nampak antara lain dari
rembicaraan-pembicaraan pada berbagal konggres dan
konferensi internasional. Yang kesemuanya itu berusaha
untuk mencari alternatif pidana kemerdekaan pendek (Muladi.

1990 :23).

Demikian pula vyvang telah dillakukan oleh Union
International de Penal, dalam konggresnya vyang pertama
tahun 1889 dikemukakan sebush resolusi yang menghimbeau pada
negarsa pegerta untuk mengembangkan alternatlf pridana
kemerdekaan pendek ( Alternative to ghort custodial
sentence) .

Digamping 1itu wawesesan dan randangan kita tentang
gejala dan perkembangan internasionsl tentang alternatif
pidana kemerdekaan ini sangat menundang dan menambah
cakrawala dalam pembangunan hukum nasionsal.

Dapat dikatakan bahwa hukum pidana dan penegaken
hukum pidana merupakén bagian dari politik kriminal,
politik kriminal merupakén bagian dari politik penegaksn
‘hukum, dan politik penegakan hukum merupakan bagian dari
politik sosial yaitu setiap usaha yang rasional dari setiap
anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Hukum pidana sebagal bagian darl suatu sistem yang
lebih luae, yakni politik sosial dan Ekriminal vang
menggunakan sarana penal yang sering disebut sebagal sistem
peradilan pidana {(criminal Justice asystem) tidak dapat

menghindari dari pelbagal perkembangan yang terjadi. dalam



sistem vang lebih bhessar, miselnya sistem politik, silstem
ekonomi dan sistem sosial budaya. Dalam hal ini
.Eeterlibatan hukum pidgna daprat bersifat otonom, dalam arﬁi
dapat bersifat murni undang-undang hukum pidana baik dalam
merunuskan perbuatan yang diénggap bersifat melawan Thukum,
menentukan pertanggungldawaban pidana maupun renggunasn
ganksil pidana dan tindakan yvang ditentukan.

Keterlibatan hukum pidana dapat pula bergifat
kompiementer terhadap %bidang hukum lain, misalnya hukum
adminlisetrasi, dalam hal ini kedudukan hukum pidana bersifat
menunjang penegakan hukum (norma) yvang berada diluar bidang
hukum yang lain. Bahkan dalam hal-hal tertentu peranannya
dibarapkan lebih fungsiconal.

Jika dikaitkan dengan hakekat tujuan pemidanaan maka
pertama-tama yang harus dihayati adalah pendekatan multi .
dimensgional yang bersifat mendassar terhadap dampak tindak
pidana tersebut. Atas dasar pemikiran yang sosioiogis meka
tindakan pemidanaan harug dipandang sebagal gangguan
terhadap kegeimbangan, keselarasan sebagal ganggusan
terhadap keseimbangan, keselarasan dan keseraslan dalam
kehidupan masayarakat. Dengan demikian maka tujuan
pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan bailk vyang
bersifat individual maupun sosial yang Jdiskibatkan oleh
tindak pidana. Dalam rangka ini maka tujuan pemidanaan
harus berorientasi pada pandangan yvang intregratif, yaitu
vang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus
dipenuhi, dengan catatan bkahwa tujuan manakah vang

merupakan titik berat yvang bersifat kasulstis.



Untuk itu maka Tim Perancang Konesep KUHP Nasional
telah menyvepakatl tentang tujuan pidana, yasng dimesukan di

dalam Pasal 47 Konsep, vang isinya antara lain mengatakan

1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan

menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

3]

memasyarakatkan terpidana’ dengan mengadakan
pembinaan gehingga mendadikannya orang vang
berguna;

3. memasyarakatkan kenflik yang timbul sebagai
akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangsn dan

mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

4. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dilihat dari redaksi konsep tersebut, nampak bahwa
kegeluruhan teori pemidanaan baik vang berasifat pencegahan
(amum dan khuaus), rerlindungan masvarskat, teori
kemanfaatan, teori keselmbangan yvang bersumber pada
pandangan bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi sudah
tercakup di dalamnys. Yang prenting adalah sampai sejauhmana
penggunaan pldana kemerdekaan inl dapat dibkatasi sehingga
terdapat keserasian, keseimbangan penggunaannnya dengan
pidana non-kemerdekaan.

Implementasi slternatif kemerdekaan { penggunaan
sarana pidana non-kemerdekaan), di dalam kenyvateannyva skan
terkait dengan aspek-aspek yvang bersifat multi dimensional
diantaranve peikologis, filosofis dan ekonomis, oleh karena
itu pembahasannva haruslah bersifat sosio-normatif, tidak

hanya dilihat dari norma hukum positifnya sada melainkan



Juga dilihat dari bekerjanya norma hukum itu ditengah-

tengah masyaraksat dengan berbagal faktor yang mempengaruhi-

nya. .





